MENTERI KOORDINATCR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
bercrientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perianjian ini
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, Maret 2021

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 12021

m_ @ - @)
Meningkatnya implementasi kebijakan

pembangunan manusia dan kebudayaan| Indeks PMK Meningkat
yang maju dan berkelanjutan (2020: 62,62)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan L o

Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang 100 %

sinkronisasi perumusan dan penetapan

kebijakan ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK | (18 Isu Strategis)

Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses

Meningletinyakoaiites koordingsi das koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 5,27
inkronisasi pelaksanaan kebijakan : .

o I P ! kebijakan bidang PMK {ohala 6}

Meningkatnya kualitas pengendalian )

pelaksanaan kebijakan Indeks maturitas SPIP Level 3

Program Anggaran (Rp)

Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 61.092.070.000,-

Program Dukungan Manajemen 178.519.407.000,-

Jumlah Anggaran T.A. 2021 239.611.477.000,-

Jakarta, Maret 2021

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

‘—\

Muhadjir Effendy



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagaian pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas

kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy .B. Satya Sananugraha



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi
Tahun Anggaran : 2021

: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

: (3j :

Sinkronisasi dan Pengendalian

(1)
Meningkatnya tata kelola Niai Reformasi Birokrasi 80,01
kelembagaan Kemenko PMK Indeks Maturitas SPIP Level 3
- kuali
gnuir::g::t;ggrdl::;lzﬁs iaysnan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan 5,60
& ! atas layanan Sekretariat (skala 6)

Meningkatnya Kualitas

Nilai Evaluasi Kelembagaan

Peringkat Komposit 4

Kelembagaan Kemenko PMK (Skor 61 sd 80)
Menmg.katfwya ta!ta welala Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80
komunikasi Publik
Meningkatnya tata kelola
Sistem Informasi Manajemen Indeks SPBE 31
Kemenko PMK
Meningkatnya kualitas Indeks Perencanaan 5
perencanaan Nilai SAKIP 76,51
; i
Menmgkat.nya lft{a e Indeks Manajemen Risiko 3
Pengendalian Risiko
Meningkatnya Kompetensi SDM | Indeks Profesionalisme ASN 71
Meningkatnya sarana dan Prosentase Pemenuhan sarana dan
; 100%
prasarana prasarana Unit Setkemenko
Meningkatnya kualitas Opini BPK WTP
pengelolaan anggaran Indeks IKPA 95,5
Kegiatan Anggaran (Rp)

Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

165.023.827.000,-

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

™~

Mubhadjir Effendy

Jakarta,

Maret 2021

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

.B. Satya Sananugraha




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Ir. lwan Eka Setiawan, M.Sc
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:

Sekretaris Kementerian Koordinator Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

.B. Satya Sananugraha Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

Biro Perencanaan dan Kerjasama

Tahun Anggaran 2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya Indeks Perencanaan 5
Kualitas Layanan Nilai SAKIP 76,71

Perencanaaan dan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 7

Kerjasama Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan 4

Jumlah Dokumen Administrasi Kerjasama Luar Negeri 4

Jumlah Dokumen Administrasi Kerjasama Antar Lembaga 2

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

2.200.000.000,-

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

5.100.000.000,-

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

1.367.000.000,-

Jumlah Anggaran

8.667.000.000,-

Sekretaris Kementerian Koordinator

Jakarta, Maret 2021

Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

.B. Satya Sananugraha

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,

Ir. lwan Eka Setiawan, M.Sc




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Dyah Ratnawati
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. lwan Eka Setiawan, M.Sc
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Kepala Biro Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis
Perencanaan dan Kerjasama, dan Kerjasama Antar Lembaga,

/Uﬁ.o-

Ir. lwan Eka Setiawan, M.Sc ra. Dyéh Ratnawati



Unit Satuan Kerja
Tahun Anggaran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Biro Perencanaan dan Kerjasama

2021

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target
1 2 3
Meningkatnya kualitas Jumlah Draft Laporan Koordinasi 1

layanan Pengelolaan
Kegiatan Strategis dan
Kerjasama Antar Lembaga
Kemenko PMK

Dukungan Kerjasama Antar Lembaga

PMK

Jumlah Draft Laporan Koordinasi dan 1
Sinkronisasi Masalah Strategis Bidang

Kepala Biro
Perencanaan dan Kerjasama,

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis

Ir. lwan Eka Setiawan, M.Sc

dan Kerjasama Antar Lembaga,

. Dyah Ratnawati




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan . Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Sekretaris Kementerian Koordinator Kepala Biro Hukum, Persidangan,
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Organisasi, dan Komunikasi,
gl

.B. Satva Sananugraha Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja
Tahun Anggaran

Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
2021

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya Kualitas
Layanan Hukum,
Persidangan, Organisasi,
dan Komunikasi

Nilai Evaluasi Kelembagaan

Peringkat Komposit 4

(Skor 61 sd 80)

Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80
Indeks SPBE 3l
Jumlah Dokumen Administrasi Hukum dan

3
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen Administrasi Sistem 3
Teknologi Informasi
Jumlah Dokumen Administrasi Hubungan 3
Masyarakat dan Perpustakaan
Jumlah Dokumen Administrasi Persidangan 3

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Layanan Umum

1.650.000.000,-

Layanan Hukum 550.000.000,-
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 400.000.000,-
4.081.084.000,-

Layanan Kehumasan dan Protokoler

Layanan Data dan Informasi

1.100.000.000,-

Jumlah Anggaran

7.781.084.000,-

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

.B. Satya Sananugraha

Jakarta,

Maret 2021

Kepala Biro Hukum, Persidangan,
Organisasi, dan Komunikasi,

%,1(;?,0&. #

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Mai Linda, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang dinerlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Kepala Biro Kepala Bagian Persidangan,

Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,

ny o

1]

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si Dewi Mai Linda, S.H.



Unit Satuan Kerja
Tahun Anggaran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya kualitas
layanan persidangan
Kemenko PMK

2021
Indikator Kinerja Target

2 3
Jumlah Draft Dokumen Penyusunan 1
Bahan Persidangan
Jumlah Draft Dokumen Penyusunan 1
Hasil Persidangan
Jumlah Draft Dokumen Pengelolaan 1
Data Hasil Persidangan

Kepala Biro
Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,

%Votm? ‘

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bagian Persidangan,

/
'e

|

Dewi Mai Linda, S.H.




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Indah Suwarni, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambii tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Sekretaris Kementerian Koordinator Kepala Biro Umum dan
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sumber Daya Manusig,

Y.B. Satya Sananugraha Dra. Indah Suwarni, M.Sis



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja
Tahun Anggaran

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya Kualitas Indeks Profesionalisme ASN 71
Layanan Umum dan Prosentase Pemenuhan sarana dan 100%
Sumber Daya Manusia prasarana Unit Setkemenko
Indeks IKPA 95,5
Jumlah pedoman (NSPK) bidang Tata 1
Usaha dan Protokol
Jumlah Dokumen Administrasi 3
Kepegawaian dan Kearsipan
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 3

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Layanan Perkantoran

110.778.415.000,-

Layanan Umum

13.195.711.000,-

Layanan Sarana Internal

17.000.000.000,-

Layanan SDM

2.604.732.000,-

Layanan Kehumasan dan Protokoler

131.850.000,-

Kearsipan

465.035.000,-

Jumlah Anggaran

144.175.743.000,-

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

.B. Satya Sananugraha

Jakarta, Maret 2021
Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,

.

Dra. Indah Suwarni, M.Si



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Indah Suwarni, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Kepala Biro Umum dan Kepala Bagian Rumah Tangga dan
Sumber Daya Manusia, Pengadazn,

Dra. Indah Suwarni, M.Si angkat, S.E., MLA.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja ! Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

Meningkatnya Kualitas Jumlah Draft Dokumen Rumah Tangga 1

Layanan Rumah Tangga

dan Pengadaan Kemenko | jumlah Draft Dokumen Pengadaan 1

PMK

Jakarta, Maret 2021

Kepala Biro Umum dan Kepala Bagian Rumah Tangga dan
Sumber Daya Manusia, Pengadaan,

/;)/

Dra. Indah Suwarni, M.Si Dwidoy angkat, S.E., M.A.




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yusuf Asnani, S.Kom
Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Kepala Subbagian Rumah Tangga,
Pengadaan, .

D

Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja ¢ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 1 2021
Sasaran Strategis indikator Kinerja Target
1 2 3
Meningkatnya Kualitas Jumlah Bahan Draft Dokumen Rumah 1
Layanan Rumah Tangga Tangga
Kemenko PMK

lakarta, Maret 2021

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Kepala Subbagian Rumah Tangga,
Pengadaan,

Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A. M. Yusuf Asnani/S.Kom



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Wijayanti, S.Sos, M.A.
Jabatan : Kepala Subbagian Pengadaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Kepala Bagian Rumah Tangga dan Kepala Subbagian Pengadaan,

Pengadaan,

M

Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A. Putri Wijayanti, S.Sos, M.A.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja ¢ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
Meningkatnya Kualitas Jumlah Bahan Draft Dokumen 1
Layanan Pengadaan Pengadaan
Kemenko PMK

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Kepala Subbagian Pengadaan,
Pengadaan,

\”.’_7’
[

Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A. Putri Wijgyanti, S.Sos, M.A.




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : HeriSukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Indah Suwarni, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Kepala Biro Umum dan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Sumber Daya Manusia, Protokol,
o

Dra. Indah Suwarni, M.Si Heri Sukoco, S.E.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja :  Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

Meningkatnya Kualitas Jumlah Draft Pedoman (NSPK) Bidang 1

Layanan Penatausahaan Penatausahaan Pimpinan dan

Pimpinan dan Keprotokoleran Kemenko PMK

Keprotokolan Kemenko

PMK

Jakarta, Maret 2021

Kepala Biro Umum dan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Sumber Daya Manusia, Protokol,

7

Dra. Indah Suwarni, M.Si Heri Sukoco, S.E.




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Dadang Iskandar, S.Sos
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri
Protokol, Koordinator,

e

Heri Sukoco, S.E. Dadang Iskandar, 5.S50s



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja ¢ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2021
n Strategis
1
Meningkatnya Kualitas Jumlah Bahan Draft Pedoman (NSPK) 1
Layanan Tata Usaha Bidang Ketatausahaan Menteri

Menteri Koordinator PMK | Koordinator

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri
Protokol, Koordinator,
/ i

Heri Sukoco, S.E. Dadang Iskand .r, S.Sos



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Adinda Nusantari, S.I.Kom, M.A.
Jabatan : Kepala Subbagian Protokol

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Subbagian Protokol,
Protokol,

e TR -

Heri Sukoco, S.E. Adinda Nusantari, S.I.Kom, M.A.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021
indikatorKinesa | - Taget . .

2 3
Meningkatnya Kualitas Jumlah Bahan Draft Pedoman (NSPK) 1
Layanan Protokol Bidang Keprotokoleran
Kemenko PMK

o Jakarta, Maret 2021
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Subbagian Protokol,

Protokol,

Heri Sukoco, S.E. .- Lot Adinda Nusantari, S.I.Kom, M.A.



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Handayani, S.K.M.
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris
Protokol, Kementerian Koordinator dan Staf Ahli,

/
4

Heri Sukoco, S.E. Fika Handayani, S.K.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja ¢ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran ¢ 2021

Meningkatnya Kualitas Jumlah Bahan Draft Pedoman (NSPK) 1
Layanan Tata Usaha Bidang Ketatausahaan Sekretaris
Sekretaris Kementerian Kementerian Koordinator PMK

Koordinator PMK

Jakarta, Maret 2021

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris
Protokol, Kementerian Koordinator dan Staf Ahli,
! 4

Heri Sukoco, S.E. Fika Handayani, S.K.M.



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M
Jabatan . Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Muhadjir Effendy
Jabatan 1 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Inspektur,

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

B~

Muhadjir Effendy Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja :  Inspektorat
Tahun Anggaran . 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya Kualitas Indeks Manajemen Risiko Level 3
Layanan Pengawasan
Internal Jumiah Dokumen Pengawasan Internal 4
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 2.125.000,-
Layanan Umum 95.780.000,-
Layanan Pengawasan Internal 714.450.000,-
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 87.645.000,-
Jumlah Anggaran 900.000.000,-
Jakarta, Maret 2021
Menteri Koordinator Inspektur,

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
M/V”//

Muhadjir E Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Anies Kristianita Dwihening, SE
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:

Inspektur, Kepala Bagian Tata U;aha Inspektorat,

buse =

Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M Anies Kristianita Dwihening, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Inspektorat
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja rorudarget

1 2 3
Meningkatnya Kualitas
Pengawasan atas Jumlah Draft Dokumen Pengawasan 4
Dokumen Pelaksanaan Internal
Anggaran

Jakarta, Maret 2021
Inspektur, Kepala Bagian Tata/* aha Inspektorat,

oo (o

Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M - Anies Kristianita Dwihening, SE




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - Ricky Radius Siregar
Jabatan . Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan . Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Sekretaris Kementerian Koordinator Sekretaris
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional,

—_—

Y.B. Satya Sananugraha ' Ricky Wadius Siregar



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

Tahun Anggaran 12021

: Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

1S _ e : Target e
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas
dukungan koordinasi dan . .
sinkronisasi perumusan dan Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Sistem 7
penetapan kebijakan di bidang | Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Jaminan Sosial Nasional
Meningkatnya kualitas Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan, 5
tatakelola anggaran Satker Program, Anggaran, dan Pelaporan
Sekretariat BisN Jumlah Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan 1
Jumlah Dokumen Publikasi Sistem Jaminan Sosial 1
Nasional (SJSN)
Jumlah Pengadaan Perangkat Pengola Data dan 10
Alat Komunikasi
Jumlah Pengadaan Fasilitas Perkantoran 22
Jumlah Dokumen Layanan Dukungan
. 1
Manajemen Satker
Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran 1

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp.)

Kebijakan Bidang Sosial

5.744.850.000,-

Layanan Perkantoran

1.449.830.000,-

Layanan Umum

5.443.032.000,-

Layanan Sarana Internal

93.050.000,-

jumlah Anggaran

12.730.762.000,-

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

p————————e.

Y.B. Satya Sananugraha

Jakarta,

/

Maret 2021

Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ricky Radius Siregar




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  Fery Ferdiansyah, S.E., M.Pub.Pol.
Jabatan :  Kepala Bagian Persidangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ¢ Ricky Radius Siregar, S. Sos, MAP
Jabatan . Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Sekretaris Kepala Bagian Persidangan,
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

~

Ricky Radius Siregar, S. Sos, MAP Fery Ferdiansyah, S.E., M.Pub.Pol.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran 12021

3)

Meningkatnya Kualitas Jumlah Draft Dokumen Rumusan Kebijakan, 7
Koordinasi dan Sinkronisasi Kajian dan Telahan Penyelenggaraan Sistem
Perumusan, Penetapan dan Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Di Bidang Jaminan
Sosial Nasional Mendukung
Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Maret 2021

Sekretaris Kepala Bagian Persidangan,
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

-

Ricky Radjius Siregar, S. Sos, MAP Fery Ferdiansyah, S.E., M.Pub.Pol.




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama  Fiki lkrom Ibrahim, SE, M.Ak
Jabatan :  Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP
Jabatan 1 Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Sekretaris Kepala Bagian
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ricky Rdfius Siregar, 5.50s., MAP Fiki tkrom lbrahim, SE, M.Ak



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran 12021
 SasaranStrategis | Indikator Kinerja L
(1) (2) 3)
Meningkatnya Efektivitas Jumlah Draft Dokumen Administrasi
Birokrasi Pelaksanaan Tupoksi Perencanaan, Program, Anggaran, dan 5
dan Pelaksanaan Anggaran Pelaporan
Sekretariat DISN Jumlah Draft Pedoman (NSPK) Bidang
Keprotokolan Sekretariat DJSN L
Jumlah Draft Dokumen Publikasi SISN 1
Jumlah Draft Dokumen Pengadaan Perangkat 1
| Pengola Data dan Alat Komunikasi
Jumlah Draft Dokumen Pengadaan Fasilitas
Perkantoran .
Jumlah Draft Dokumen Layanan Dukungan
Manajemen Satker !
Jumlah Draft Dokumen Layanan Perkantoran 1

Jakarta, Maret 2021

Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Kepala Bagia

Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP rahim, SE, M.Ak




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Nendang, ST
Jabatan :  Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga DJSN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Fiki lkrom lbrahim, SE, M.Ak
Jabatan :  Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Pertama:
Kepala Subbagian Tata Usaha dan
Rumah Tangga DJSN,

Fiki Ikrom lbrahim, SE, M.Ak ' Agus Nendang, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran 2021
(1)

Meningkatnya Efektivitas Jumlah Bahan Draft Dokumen Pengadaan 1

birokrasi Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Pengola Data dan Alat Komunikasi

dan Pelaksanaan Anggaran Jumlah Bahan Draft Dokumen Pengadaan 1

Sekretariat DJSN Fasilitas Perkantoran
Jumlah Bahan Draft Dokumen Layanan 1
Dukungan Manajemen Satker
Jumlah Bahan Draft Dokumen Layanan 1
Perkantoran

Jakarta, Maret 2021

Kepala Subbagian Tata Usaha dan
Rumah Tangga DISN

brahim, SE, M.Ak Agus Nendang, ST




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Reny Putri Septiawati, S. Hum, M.A.
Jabatan :  Kepala Subbagian Protokol Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak
Jabatan . Kepala Bagian Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua:
Kepala Bagian

Pihak Pertama:
Kepala Subbagian Protokol
Dewan Jami Sosial Nasional,

/

Reny Putri Septiawati, S. , MLA,

m lbrahim, SE, M.Ak



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran 12021

asaran Strat  Indikator Kinerja

1) 2 1 6

Meningkatnya Akuntabilitas Jumlah Bahan Draft Pedoman (NSPK) Bidang 1
Pelaksanaan Tupoksi dan Anggaran | Keprotokolan Sekretariat DISN
Program Dukungan Manajemen
Satker Sekretariat DJISN

Jakarta, Maret 2021

bagian Protokol
mihan Sosial Nasional,

Kepala
Dewan

Kepala Bagian U

Fiki IKrom Ibrahim, SE, M.Ak Reny Putri Septiawati, S. , MLA.



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng
Jabatan : Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mubhadijir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Staf Ahli Bidang
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi,

—

Mubhadjir Effendy Ir. Aris Dakmansyah Edisaputra, M.Eng




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon | : Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi
Tahun Anggaran ;2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Tersusunnya kajian Bidang Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi | Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi 1

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan

1.300.000.000,-

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy

Jakarta, Maret 2021

Staf Ahli Bidang

Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi,

Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghafur Akbar Dharmaputra
Jabatan : Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Staf Ahli
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Pembangunan Berkelanjutan,

=

Muhadjir Effendy Ghafur Akbar Dharmaputra



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja :  Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Tersusunnya kajian bidang Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan Berkelanjutan 1
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 500.000.000,-
Jakarta, Maret 2021
Menteri Koordinator Staf Ahli
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Pembangunan Berkelanjutan,

—

Muhadjir Effendy Ghafur Akbar Dharmaputra




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Suhardi, Ph.D
Jabatan : PIt. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pinak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Plt. Staf Ahli

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,  Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan,

Muhadjir Effendy Didik Suhardi, Ph.D



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja . Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan
Tahun Anggaran ;2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Tersusunnya kajian bidang Jumlah Rekomendasi Kebijakan di
Penguatan Stabilitas Politik dan Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan 1
Pemerintahan Pemerintahan

Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)

500.000.000,-

Kebijakan Bidang Politik

Jakarta, Maret 2021

Menteri Koordinator Plt. Staf Ahli
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan,

Didik Suhardi, Ph.D



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng
Jabatan : PIt. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator PIt. Staf Ahli

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman,

Muhadjir Effendy Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon | : Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman
Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Tersusunnya kajian Bidang Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Pemanfaatan Sumber Daya Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman 1
Kemaritiman

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan

500.000.000,-

Jakarta,

Maret 2021

Menteri Koordinator Plt. Staf Ahli
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman,

Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Suhardi, Ph.D
Jabatan : Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Staf Ahli
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Transformasi Birokrasi,

Muhadjir Effendy Didik Suhardi, Ph.D



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi
Tahun Anggaran . 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)
Tersusunnya kajian bidang Jumlah Rekomendasi Kebijakan di
Transformasi Birokrasi Bidang Transformasi Birokrasi 1

Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan 700.000.000,-
Jakarta, Maret 2021
Menteri Koordinator Staf Ahli
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Transformasi Birokrasi,

Az

Muhadijir Effendy Didik Suhardi, Ph.D



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - Ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil
Jabatan . Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan . Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menergah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

o

Muhadjir Effendy ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Unit Organisasi Eselon |

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)

Meningkatnya implementasi .

kebijal:gan diybidanpg Peningkatan Angka Kemiskinan %2~ 5,7%

Kesejahteraan Sosial Proporsi penduduk yang tercakup dalam 85 00%
program jaminan sosial !

Meningkatnya kualitas koordinasi Persentase isu-isu strategis bidang .

dan sinkronisasi perumusan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang 100%

penetapan kebijakan di bidang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang (3 Isu

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penihakatan Kesejahteraan Soslal Strategis)
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang
Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang 4
dihasilkan

Meningkatnya kualitas koordinasi Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses

dan sinkronisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 5,27

kebijgkan di bidang Peningkatan kebijakan di bidang Peningkatan Kesejahteraan | (Skala 6)

Kesejahteraan Sosial Sosial

Meningkatnya kualitas

engendalian pelaksanaan . _

Eebi?akan di bi?iang Peningkatan Indeks Manajemen Risiko Level 3

Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya efektivitas birokrasi

Deputi Bidang Koordinasi Nilai Reformasi Birokrasi 80,01

Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan

Anggaran (Rp)

Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

4.361.290.000,-

Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

838.710.000,-

Jumlah Anggaran

5.200.000.000,-

Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Az W

Mubhadjir Effendy

Jakarta,

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

Maret 2021

Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Rukawiani, S.E, M.AP
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama 2Ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedus

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi : Sekretaris Deputi Bidang
Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

/ VA

ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil Eni Rukawiani, S.E, ML.AP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Tahun Anggaran 12021
~ Sasaran Strategis i ~ Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya efektivitas Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang
birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial 4
Koordinasi Peningkatan Jumiah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi
Kesejahteraan Sosial Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial 2
Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi
. : : 71
Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang 955

Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

338.668.000,-

Layanan Umum

121.185.000,-

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

378.857.000,-

Jumlah Anggaran

838.710.000,-

Jakarta, Maret 2021

Deputi Bidang Koordinasi Sekretaris Deputi Bidang
Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

4 vam

Ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil Eni Rukawiani, S.E, M.AP




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabei serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Drs. Ade Rustama, MP
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :Ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Penanganan Kemiskinan,
P

Ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil Drs. Ade Rustama, MP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis = : Indikator Kinerja | Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumiah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)
koordinasi dan sinkronisasi yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau 1
perumusan dan penetapan Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di
kebijakan di bidang Penanganan | bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kemiskinan | Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Penanganan Kemiskinan
1. RAK Peningkatan ketersediaan infrastruktur
dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat
kurang mampu dan rentan 3
2. RAK Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial
3. RAK Akselerasi penguatan ekonomi keluarga
dan Keperantaraan Usaha
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi Indeksj ke;_)uasanl stakel.wold.er terhacap prose.e_s 5,27
- i koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
pelaksanaan kebijakan di bidang e £k (Skala 6)
5 di bidang Penanganan Kemiskinan
Penanganan Kemiskinan
Meningkatnya kualitas
Ezgﬁae:::l(lj?rt])i?jilr?;fen:::ganan Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Kemiskinan
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial 1.132.258.000,-
Jakarta, Maret 2021
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Penanganan Kemiskinan,

N\ h

Ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil Drs. Ade Rustama, MP




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Jaminan Sosjal,

Ir. Th. A. Choesni, MIA, M.Phil Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si



Unit Satuan Kerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

: Asisten Deputi Jaminan Sosial

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi | menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 1
perumusan dan penetapan | dalam penyelesaian isu strategis di bidang
kebijakan di bidang Jaminan | Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Sosial lumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Jaminan Sosial
1. RAK Pengembangan Regulasi dan Penguatan
Tata Kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) 3
2. RAK Peningkatan Kepatuhan Program Jaminan
Sosial
3. RAK Pengembangan Regulasi dan Penguatan
Tata Kelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Memr}gka_tnya kl.mhtas. .| Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
koordinasi dan sinkronisasi e : G sy e ) 5,27
nelaksanazn kebifalkan:d; k9ord|n351 t.ian smkr.onlsas: pelaksanaan kebijakan di (Skala 6)
. . . bidang Jaminan Sosial
bidang Jaminan Sosial
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%

kebijakan di bidang Jaminan
Sosial

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Sosial

964.515.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

/

Ir. Th. A. Choesni, MA,

Jakarta,

M.Phil

Asisten Deputi
Jaminan Sosial

Maret 2021

Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herbin Manihuruk, SE., M.Kes.
Jabatan : Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :Ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran,

Ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil Herbin Manihuruk, SE., M.Kes



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran

Tahun Anggaran 12021
~ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi | menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 1
perumusan dan penetapan | dalam penyelesaian isu strategis di bidang
kebijakan di bidang Bantuan | Peningkatan Kesejahteraan Sosial
dan Subsidi Tepat Sasaran Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran
1. RAK Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Program
Sembako
2. RAK Persiapan Pelaksanaan Penyaluran Subsidi 3
Energi Tepat Sasaran
3. RAK Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga
Harapan dan Integrasi Penyaluran Bansos Non
Tunai
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi | indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
< ; - . o . . 5,27
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (Skala 6)
bidang Bantuan dan Subsidi | bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran
Tepat Sasaran
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%

kebijakan di bidang Bantuan
dan Subsidi Tepat Sasaran

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Sosial

1.111.291.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

/

Ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil

Jakarta,

Asisten Deputi
Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran,

Herbin Manihuruk, SE:

Maret 2021

.Kes




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama 2Ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia,

e

Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil Ir. Togap Simapgunsong, M.App, Sc

~




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 1
perumusan dan penetapan dalam penyelesaian isu strategis di bidang
kebijakan di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Disabilitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
dan Lansia bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia
1. RAK Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi
Penyandang Disabilitas
2. RAK Penguatan Layanan Terpadu dan 3
Pendampingan bagi Lanjut Usia
3. RAK Peningkatan Kapasitas Kelompok
Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia yang
berbasis Komunitas
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
.. . L . . N . 5,27
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (Skala 6)
bidang Pemberdayaan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia
Disabilitas dan Lansia
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Pemberdayaan Disabilitas
dan Lansia

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Sosial

1.153.226.000,-

Jakarta,

Deputi Bidang Koordinasi

Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

Ir. Th. A. Choesni, MA, M.Phil

#

Maret 2021

Asisten Deputi

Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia,

Ir. Togap Simyngunsong, M.App, Sc




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.I.P, M.M.

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemerataan Pembangunan Wilayah dan

Penanggulangan Bencana,

A

Muhadjir Effendy Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.I.P, M.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PENANGGULANGAM BENCANA

Unit Organisasi Eselon |

Penanggulangan Bencana

: Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3)
Meningkatnya implementasi
kebijakan di bidang Pemerataan i
Pembangunan Wilayah dan Indeks Risiko Bencana 138,26
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kualitas koordinasi | Persentase isu-isu strategis bidang Pemerataan
dan sinkronisasi perumusan dan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan 100%
penetapan kEb'JaEa” di bidang Bencana yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan (3 Isu
Pe.merataan Rermlarngunarn bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan | Strategis)
Wilayah dan Penanggulangan
Baficans Penanggulangan Bencana
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan 4
Penanggulangan Bencana yang dihasilkan
Meningkatnya kualitas koordinasi ||, qays kepuasan stakeholder terhadap proses
dan sinkronisasi pelaksanaan L . o
.. e koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 5,27
kebijakan di bidang Pemerataan 2 oyl
Pembangunan Wilayah dan ke.btjakan di bidang Pemerataan Pembangunan (Skala 6)
Penanggulangan Bencana Wilayah dan Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Pemerataan Indeks Manajemen Risiko Level 3
Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya efektivitas birokrasi
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Nilai Reformasi Birokrasi 80,01
Wilayah dan Penanggulangan
Bencana
Kegiatan Anggaran (Rp)
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana 4.150.000.000,-
Dukungan Manajemerj Internal Kementerian Koordinator Bidang 800.000.000,-
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jumlah Anggaran 4.950.000.000,-
Jakarta, Maret 2021

Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy Mayjen TNI(Purn) Dody Usodo Hargo S., S.1.P, M.M.



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  Dr.lvan Syamsurizal, S.T., M.T.

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah
dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.I.P, M.M.

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Kocrdinasi Sekretaris Deputi Bidang
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah
Penanggulangan Bencana, dan Penanggulangan Bencana,

|
(m,,_/

Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.1.P, M.\M. Dr. lvan Syamsurizal, $.T., M.T.

!




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATCR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah
dan Penanggulangan Bencana
Tahun Anggaran 12021
~ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya efektivitas Jumiah Dokumen Program dan Anggaran Deputi
birokrasi Deputi Bidang Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah 4
Koordinasi Pemerataan dan Penanggulangan Bencana
Egnmaiagr;il:::ga\r,\vgzﬁ?;:;n Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi
Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah 2
dan Penanggulangan Bencana
Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan 71
Penanggulangan Bencana
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan 95,5
Penanggulangan Bencana
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 362.860.000,-
Layanan Umum 163.810.000,-
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 273.330.000,-
Jumlah Anggaran 800.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., 5.1.P, M.M.

Jakarta, Maret 2021

Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah
dan Penanggulangan Bencana,

y—

Dr. lvan Syamsurizal, S.T., M.T.



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E

Jabatan :  Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.I.P, M.M.

Jabatan . Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Wilayah,

Penanggulangan Bencana,

r
-

Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.1.P, M.M. Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah

Tahun Anggaran 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi | menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 1
perumusan dan penetapan | dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemerataan
kebijakan di bidang Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
Pemerataan Pembangunan | Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
Wilayah bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah
1. RAK Penguatan Ketahanan Ekonomi dalam
Pembangunan Wilayah
2. RAK Peningkatan SDM dan Kualitas Lingkungan 3
Hidup untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah
3. RAK Pengentasan Daerah Tertinggal dan Kawasan
Perdesaan dalam Pemerataan Pembangunan
Wilayah
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi | Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
- ; oo . - N . 5,27
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (Skala 6)
bidang Pemerataan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah
Pembangunan Wilayah
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Pemerataan Pembangunan
Wilayah
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah

1.050.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.1.P, M.M.

Jakarta, Maret 2021

Asisten Deputi
Pemerataan Pembangunan Wilayah,

——
Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc
Jabatan :  Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.I.P, M.M.

labatan :  Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial,

Penanggulangan Bencana,

/EGA&(_

Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.I.P, M.M. Dr. Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc



PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial
Tahun Anggaran 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)
koordinasi dan sinkronisasi yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau
perumusan dan penetapan Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang 1
kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Pemberdayaan Kawasan dan Penanggulangan Bencana
Mobilitas Spasial Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas
Spasial
1. RAK Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan
Kawasan 3
2. RAK Pemenuhan SPM dan Pengelolaan
Sumberdaya Kawasan
3. RAK Penguatan Konektivitas dan Aksesibilitas
Spasial Kawasan
Meningkatnya kualitas Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
koordinasi dan sn_r)kromsz_m koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 5,27
pelaksanaan kebijakan di bidafe:Bembend K dan Mobili
bidang Pemberdayaan .g emberdayaan Kawasan dan Mobilitas (Skala 6)
Kawasan dan Mobilitas Spasial | SPasial
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Pemberdayaan Kawasan dan
Mobilitas Spasial
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah 1.100.000.000,-

Jakarta, Maret 2021

Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi

Pemerataan Pembangunan Wilayah dan

Penanggulangan Bencana,

Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.1.P, M.M.

4

(-

VAL

Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial,

Dr. Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si
Jabatan - Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.I.P, M.M.

Jabatan . Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial,

Penanggulangan Bencana,

|

Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.1.P, M.M. Drs. Ponc&%espati Nugroho, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis = Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)

koordinasi dan sinkronisasi yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau

perumusan dan penetapan Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang 1

kebijakan di bidang Mitigasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan

Bencana dan Konflik Sosial Penanggulangan Bencana

Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial
1. RAK Pengurangan Risiko Bencana
2. RAK Penguatan Kelembagaan, Regulasi dan 3
Sistem Penanganan Kebencanaan
3. RAK Penanganan Konflik Sosial, Radikalisme dan

Terorisme
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
- : G . . - . 5,27
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (Skala 6)
bidang Mitigasi Bencana dan bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial
Konflik Sosial
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan . oo ;
kebijakan di bidang Mitigasi Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Bencana dan Konflik Sosial
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 1.000.000.000,-
Jakarta, Maret 2021
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial,
Penanggulangan Bencana, (

iﬂui
L\

Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.1.P, M.M. Drs. PondQRe pati\Nugroho, M.Si




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  Nelwan Harahap, S.P.
Jabatan :  Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.I.P, M.M.

Jabatan :  Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana,

Penanggulangan Bencana,

Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.1.P, M.M. Nelwan Harahap, S.P.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi | menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 1
perumusan dan penetapan | dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemerataan
kebijakan di bidang Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
Kedaruratan dan Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
Manajemen Pasca Bencana | bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana
1. RAK Penguatan Manajemen Penanggulangan
Darurat Bencana
2. RAK Peningkatan Sinergitas Penanggulangan 3
Darurat Bencana dan Pasca Bencana Multi Sektor
3. RAK Penguatan Manajemen Pemulihan Pasca
Bencana
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi | Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
2 . A . . . . 5,27
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (Skala 6)
bidang Kedaruratan dan bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana
Manajemen Pasca Bencana
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%

Kedaruratan dan
Manajemen Pasca Bencana

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

1.000.000.000,-

Jakarta, Maret 2021

Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi

Pemerataan Pembangunan Wilayah dan

Penanggulangan Bencana,

Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo S., S.1.P, M.M.

Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana,

Nelwan Harahap, S.P.




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - Drg. Agus Suprapto, M.Kes

Jabatan . Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mubhadjir Effendy
Jabatan :  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Peningkatan Kualitas Kesehatan dan

Pembangunan Kependudukan,

Drg. Agus Suprapto, M.Kes



PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Unit Organisasi Eselon | : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis = Indikator Kinerja | Target
(1) {2) (3)
Meningkatnya implementasi kebijakan Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan 89
di bidang Peningkatan Kualitas kesehatan
Kesehatan dan Pembangunan Persentase Imunisasi dasar lengkap pada anak 78
Kependudukan usia 12-23 bulan
Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat 936
imunisasi dasar !
Persentase Desa/kelurahan stop buang Air besar 50
sembarangan
Meningkatnya kualitas koordinasi dan Persentase isu-isu strategis bidang Peningkatan
sinkronisasi perumusan dan penetapan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan 100%
kebijakan di bidang Peningkatan Kependudukan yang ditindaklanjuti menjadi (3 Isu
Kualitas Kesehatan dan Pembangunan kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Strategis)
Kependudukan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan 4
Pembangunan Kependudukan yang dihasilkan
Meningkatnya kualitas koordinasi dan Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 5,27
bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan | kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas (Skala 6)
dan Pembangunan Kependudukan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
Meningkatnya kualitas pengendalian
pelaksanaan kebijakan di bidang . .
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan IrcieksMaAR]smes Bisko Lavel3
Pembangunan Kependudukan
Meningkatnya efektivitas birokrasi
Depgtt Bidang Koordinasi Peningkatan Nilsi Reforimasi Birokiasi 80,01
Kualitas Kesehatan dan Pembangunan
Kependudukan
Kegiatan Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan 3.874.000.000,-

Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

X 826.000.000,-
Manusia dan Kebudayaan

Jumlah Anggaran 4.700.000.000,-

Jakarta, Maret 2021

Menteri Koordinator Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,

p I} '\, <

Muhadjir Effendy Drg. Agus Suprapto, M.Kes

v




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Pasli, S.STP., M.Si.
Jabatan : PIt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan

Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Agus Suprapto, M.Kes
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan
Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan . Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan, Pembangunan Kependudukan,

TN Ay ol

Drg. Agls Suprapto, M.Kes imam Pasli, S.STP., M.Si.




PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan
Tahun Anggaran y2021
~Sasaran S_t_ib@tégis s Indikator Kinerja Target
(1) 2) @)

Meningkatnya efektivitas | Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang

birokrasi Deputi Bidang | Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan 4

Koordinasi Peningkatan | pempbangunan Kependudukan

Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan

Kependudukan
Pembangunan Kependudukan

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi
Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan 2

Kependudukan

Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan 71

Pembangunan Kependudukan

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan 95,5

Kiasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 226.000.000,-
Layanan Umum 200.000.000,-
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 400.000.000,-
Jumlah Anggaran 826.000.000,-

Jakarta, Maret 2021

Deputi Bidang Koordinasi Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan

Pembangunan Kependudukan,

Pembangunan Kependudukan,

Imam Pasli, S.STP., M.Si.




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Jelsi Natalia Marampa, SKM, M.K.K.K.
Jabatan : Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Drg. Agus Suprapto, M.Kes
Jabatan . Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan
Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan,

Pembangunan Kependudukan, <U\MW

Drg. Agus Supfapto, M.Kes Jelsi Natalia Marampa, SKM, M.K.K.K.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)
koordinasi dan sinkronisasi yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau
perumusan dan penetapan Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di 1
kebijakan di bidang Ketahanan | bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Gizi dan Promosi Kesehatan Pembangunan Kependudukan
Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)
di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan
1. RAK Penguatan Pelaksanaan Program
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
2. RAK Implementasi Percepatan Pencegahan 3
Stunting
3. RAK Implementasi Pengurangan Limbah
Medis dan Peningkatan Kesehatan
Lingkungan
Mentrrgka'tnya kgalltas. : Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
koordinasi dan sinkronisasi o ; ..
pelaksanaan kebijakan di koo‘r'dlnaw cfiar.w sinkronisasi pelak_sa.maan _ 5,27
. .. kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi (Skala 6)
bidang Ketahanan Gizi dan
: Kesehatan
Promosi Kesehatan
Meningkatnya kualitas
E;Sﬁ:;::g?gg?:gf;ﬁgnan Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Gizi dan Promosi Kesehatan

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Kesehatan

1.070.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan

Jakarta,

Pembangunan Kependudukan,

Jelsi Natalia Marampa,

Maret 2021

Asisten Deputi
Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan,

/

SKM, M.K.K.K.




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama - dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid.
Jabatan . Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  Drg. Agus Suprapto, M.Kes
Jabatan :  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan
Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit,

Pembangunan Kependudukan,

™
s T

#

Drg. Agus Suprapto, M.Kes dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)
koordinasi dan sinkronisasi yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau
perumusan dan penetapan Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di 1
kebijakan di bidang bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pengendalian dan Pembangunan Kependudukan
Penanggulangan Penyakit Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)
di bidang Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit
1. RAK Penguatan Pencegahan dan 3
Pengurangan Faktor Risiko Penyakit
2. RAK Penguatan Pengendalian KLB/Wabah
3. RAK Pencegahan dan Penanggulangan
Dampak NAPZA
Men!rfgkajcnya kl.]ahtas. : Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
koordinasi dan sinkronisasi L . .
. ) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 5.27
pelaksanaan kebijakan di i S i ,
. , kebijakan di bidang Pengendalian dan (Skala 6)
bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Penanggulangan Penyakit
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Kesehatan

928.000.000,-

Jakarta,

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,

5

Drg. Agus Suprapto, M.Kes

Maret 2021

Asisten Deputi
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit,

q

o o

d-r. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid.




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Andi Rahmadi, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Agus Suprapto, M.Kes
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan
Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan,

Pembangunan Kependudukan,

o Nl

Drg. Agus Sup lapto, M.Kes Ir. Andi Rahmadi, M.Sc



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

Tahun Anggaran 12021

: Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

~ Indikator Kinerja

Sasaran Stféteg’is Target '
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan
koordinasi dan sinkronisasi (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan
perumusan dan penetapan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu 1
kebijakan di bidang strategis di bidang Peningkatan Kualitas
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
Kesehatan Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan
(RAK) di bidang Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1. RAK Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan 3
2. RAK Penguatan Tata Kelola SISN bidang
Pelayanan Kesehatan
3. RAK Pemenuhan dan pengawasan obat
dan alat Kesehatan
Meningkatnya kualita
energ .ny u I S. . Indeks kepuasan stakeholder terhadap
koordinasi dan sinkronisasi _ ; _
. . proses koordinasi dan sinkronisasi 5,27
pelaksanaan kebijakan di , o )
; . pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan (Skala 6)
bidang Peningkatan Pelayanan
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan . \ g
p
kebijakan di bidang ersentase kegiatan yang sudah dianalisis 100%

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

risiko

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Kesehatan

928.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan

Jakarta,

Pembangunan Kependudukan,

\} B —

Drg. Agus Suprapto, M.Kes

Maret 2021

Asisten Deputi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan,

. ﬁ;ﬁ%@ﬂ%’

ir. Andi Rahmadi, M.Sc




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Pasli, S.STP, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Agus Suprapto, M.Kes
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan
Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dailam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Kependudukan dan
Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana,

e T e

Drg. Agus Suprapto, M.Kes Imam Pasli, S.STP, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 12021
_ Sasaran Strategis e ~ Indikator Kinerja : Target
(1) (2) 3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)
koordinasi dan sinkronisasi yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau
perumusan dan penetapan Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di 1
kebijakan di bidang bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Peningkatan Kualitas Pembangunan Kependudukan
Kependudukan dan Keluarga Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
Berencana bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan
Keluarga Berencana
1. RAK Penguatan Data Kependudukan yang 3
akurat, lengkap dan tepat waktu
2. RAK Penguatan Pembangunan Kependudukan
3. RAK Peningkatan KB dan Kesehatan
Reproduksi
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 5,27
bidang Peningkatan Kualitas di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan (Skala 6)
Kependudukan dan Keluarga dan Keluarga Berencana
Berencana
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
];E:lij:;::t:; ?S:I?és Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Kependudukan dan Keluarga
Berencana
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan 948.000.000,-
Jakarta, Maret 2021
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Kependudukan dan
Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana,

Mol —

Drg. Agus Suprapto, M.Kes Imam Pasli, S.STP, M.Si




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan :  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawahb kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,  Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda,

Y\

Muhadjir Effendy Dr. Femmy Ekal)Kartika Putri, M.Psi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN PEMUDA

Unit Organisasi Eselon |

: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,

dan Pemuda
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya implementasi Indeks Perlindungan Anak (IPA) 68,10
kebijakan di bidang Peningkatan
Kualitas Anak, Perempuan, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,28
Pemuda Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 53,59
Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 55,00
Persentase isu-isu strategis bidang Peningkatan
Meningkatnya kualitas koordinasi | Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang 100%
dan sinkronisasi perumusan dan | ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang (3 Isu
penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Strategis)
Peningkatan Kualitas Anak, Pemuda
Perempuan, dan Pemuda Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan 4
Pemuda yang dihasilkan
gflempgkatn.va Ifuahtas KogEfes) Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
an sinkronisasi pelaksanaan B . o =
o e : koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 5,27
kebijakan di bidang Peningkatan di bidang Peningkatan Kualitas Anak. P
Kualitas Anak, Perempuan, dan | | Eehingratanmbualitas AnaK: PErEMpYAN, (Skala 6)
an Pemuda
Pemuda
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Peningkatan | Indeks Manajemen Risiko Level 3
Kualitas Anak, Perempuan, dan
Pemuda
Meningkatnya efektivitas
birokrasi Deputi Bidang Nilai Reformasi Birokrasi 80,01

Koordinasi Peningkatan Kualitas
Anak, Perempuan, dan Pemuda

Kegiatan

Anggaran (Rp)

Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

3.975.000.000,-

Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

800.000.000,-

Jumlah Anggaran

4.775.000.000,-

Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy

Jakarta,

Maret 2021

Deputi Bidang Koordinasi

Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Linda Restaningrum, SE, M.l.Kom
Jabatan :  Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan
Pemuda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Sekretaris Deputi Bidang
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
dan Pemuda, Perempuan, dan Pemuda,

1B
4 /Lﬁ /‘-/%,T

Dr. Femmy Ek& Kartika Putri, M.Psi Linda Restaningrum, SE, M.l.LKem



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya efektivitas | Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang
birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan 4
Koordinasi Peningkatan Pemuda
Kualitas Anak, Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang
Perempuan, dan Pemuda | Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan 2
Pemuda
Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi 71 ‘
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda |
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan 95,5

Pemuda

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

—

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

280.180.000,-

Layanan Umum 200.000.000,-
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 315.820.000,-
Jumlah Anggaran 800.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka ika Putri, M.Psi

Jakarta, Maret 2021

Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda,

Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan :  PIt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Plt. Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,

dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 1
perumusan dan penetapan | dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan
kebijakan di bidang Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
Pemenuhan Hak dan Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
Perlindungan Anak bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
1. RAK Pemenuhan Hak Anak 3
2. RAK Perlindungan Anak
3. RAK Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
(PAUD HI)
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi | Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi
.. ; ; G o . 5,27
pelaksanaan kebijakan di dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang (Skala 6)
bidang Pemenuhan Hak dan | Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Sosial

1.100.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Kartika Putri, M.Psi

Jakarta, Maret 2021

Plt. Asisten Deputi
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - Roos Diana Iskandar, MA
Jabatan . Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan :  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: ‘ Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Pemenuhan Hak, Perlindungan,
dan Pemuda, dan Pemberdayaan Perempuan,
{

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi Roos Diana Iskandar, MA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan

Tahun Anggaran :2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 1
perumusan dan penetapan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan
kebijakan di bidang Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
Pemenuhan Hak, Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
Perlindungan, dan bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan 3
1. RAK Pemenuhan Hak Perempuan
2. RAK Perlindungan Perempuan
3. RAK Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 5,27
bidang Pemenuhan Hak, bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan (Skala 6)
Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
I;eetr)r?::z:adr: :I's;ng Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Perlindungan, dan
Pemberdayaan Perempuan
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial 925.000.000,-
Jakarta, Maret 2021

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Ek

rtika Putri, M.Psi

Asisten Deputi

Pemenuhan Hak, Perlindungan,

dan Pemberdayaan Perempuan,

C

Roos Diana Iskandar, MA




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Dr. Drs. Yohan., M.Si
Jabatan :  Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Pemberdayaan Pemuda,
dan Pemuda,
.

(d

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi Dr. Drs. Yohan., M.Si

l —



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 1
perumusan dan penetapan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan
kebijakan di bidang Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
Pemberdayaan Pemuda Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Pemberdayaan Pemuda
1. RAK Peningkatan Kapasitas Pemuda dalam rangka 3
Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
2. RAK Pencegahan Perilaku Berisiko Pemuda
3. RAK Kewirausahaan Pemuda
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi
. . . A .. o s 5,27
pelaksanaan kebijakan di dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang (skala 6)

bidang Pemberdayaan
Pemuda

Pemberdayaan Pemuda

Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang
Pemberdayaan Pemuda

Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko

100%

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Sosial

1.025.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Jakarta, Maret 2021

Asisten Deputi
Pemberdayaan Pemuda,

i
Dr. Drs. Yohan., M.Si



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Dr.Ir. Marwan Syaukani, M.Sc
Jabatan . Asisten Deputi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan . Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

dan Pemuda, /
[

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi Dr. Ir. Marwan Syaukani, M.Sc



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Strategis ~Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumiah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 1

perumusan dan penetapan
kebijakan di bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan
Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1. RAK Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui

Akses Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 3
2. RAK Peningkatan Ketahanan Keluarga
3. RAK Penguatan Program dan Kelembagaan
Masyarakat dalam menunjang Ketahanan Keluarga
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
i . . ‘. i s ; 5,27
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (Ske’xla 6)
bidang Ketahanan dan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%

Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang Sosial

925.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,

dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Jakarta,

Asisten Deputi

Dr. Ir. Marwan

Maret 2021

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

kani, M.Sc




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBAMNGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Ir. Nyoman Shuida, M.Si
Jabatan . Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  Muhadjir Effendy
Jahatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalarn rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Kebudayaan, Prestasi Olahraga,

Muhadjir Effendy Ir. Nyoman Shuida, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL, PEMAJUAN KEBUDAYAAN,
DAN PRESTASI OLAHRAGA

Unit Organisasi Eselon |

Prestasi Olahraga

: Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) k)
Meningkatanya implementasi . .
kebijakan di bidang Revolusi Mental, Indeks Capaian Revolusi Mental 70,78
Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi |
Olahraga Indeks Pembangunan Kebudayaan 58,21
Meningkatnya kualitas koordinasi Persentase isu-isu strategis bidang Revolusi )
dan 5'”kr°”'535_'_ FET a0 dan Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi 100%
Eenerapa’c] kebulalsan di bidang Olahraga yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan | (3 Isu
evolusi Mental, emajuan [ bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, | Strategis)
Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga .
dan Prestasi Olahraga -
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan 4
Prestasi Olahraga yang dihasilkan
Menipgkatn.ya Ifualitas koordinasi Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
dan sinkronisasi pelaksanaan m . L gl
™ g . koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 5,27
kebijakan di bidang Revolusi .. o J )
Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan kebijakan di bidang Revol.u5| Mental, Pemajuan (Skala 6)
Prestasi Olahraga Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga
Meningkatnya kualitas B R
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Revolusi Indeks Manajemen Risiko Level 3
Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga i
Meningkatnya efektivitas birokrasi
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi - I .
Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Nilai Reformasi Birokrasi 80,01
| Prestasi Olahraga -

Kegiatan

Koordinasi Revolusi Mental, Pem;jaan_ﬁ_e_b_udayaan, dan Prestasi Olahraga

Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Anggaran (Rp)

34.651.930.000,-

2.404.958.000,-

Jumlah Anggaran

37.056.888.000,-

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Muhadjir Effendy

Jakarta, Maret 2021

Deputi Bidang Koordinasi

Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan

Prestasi Olahraga,

Ir. Nyoman Shuida, M.Si



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Maman Wijaya, M.Pd
Jabatan . Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan

Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :Ir. Nyoman Shuida, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021
Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Sekretaris Deputi Bidang
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan
Prestasi Olahraga, Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga,

l

Ir. chIman Shuida, M.Si Dr. Maman Wijaya, M.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan,
dan Prestasi Olahraga
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja _ Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya efektivitas Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang
birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, 4

Koordinasi Revolusi Mental, | dan Prestasi Olahraga

Pemajuan Kebudayaan, dan | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi
Prestasi Olahraga Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan 2
Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi

Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi 71

Olahraga

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang

Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, 95,5

dan Prestasi Olahraga

Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 222.122.000,-
Layanan Umum 200.000.000,-
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 355.656.000,-
Jumlah Anggaran 777.778.000,-

Jakarta, Maret 2021

Deputi Bidang Koordinasi Sekretaris Deputi Bidang
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan
Prestasi Olahraga, Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga,
f

Wrea/ S

i

Ir. N*oman Shuida, M.Si Dr. Maman Wijaya, M.Pd



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB
Jabatan : Asisten Deputi Revolusi Mental

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Nyoman Shuida, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Revolusi Mental,

Prestasi Olahraga

Ir. N‘\oman Shuida, M.Si Ir. Redemtus Alfréde Sani Fenat, MAB



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Revolusi Mental
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi | menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 3
perumusan dan penetapan | dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi
kebijakan di bidang Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga
Revolusi Mental Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang
Revolusi Mental
1. RAK Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan 3
2. RAK Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan
3. RAK Revolusi Mental dalam Sistem Sosial
Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Gugus 1
Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
Jumlah Dokumen Penguatan Pusat Perubahan di tingkat 1
Daerah
Jumlah Dokumen Layanan Diseminasi Gerakan Nasional 1
Revolusi Mental
Memn'gka-tnya kl.'tahtas. . | Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi
koordinasi dan sinkronisasi : P . L . 5,27
.. ) dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Revolusi
pelaksanaan kebijakan di Mental (Skala 6)
bidang Revolusi Mental
Meningkatnya kualitas
E:gﬁ::::!air;izzljgsanaan Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Revolusi Mental

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

1.855.582.000,-

Komunikasi Publik

8.012.845.000,-

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

22.061.281.000,-

Layanan Perkantoran

686.460.000,-

Layanan Umum

940.720.000,-

Jumlah Anggaran

33.556.888.000,-

Jakarta, Maret 2021
Asisten Deputi
Revolusi Mental,

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,

Ir. Nydman Shuida, M.Si Ir. Redemtus Alfretlo Safii Fenat, MAB




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Nyoman Shuida, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Peningkatan Prestasi Olahraga,

Prestasi Olahraga,

Lo
Ir. Nygman Shuida, M.Si Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan
perumusan dan penetapan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi 1
kebijakan di bidang Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Peningkatan Prestasi Olahraga
Olahraga Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1. RAK Persiapan Penyelenggaraan Event dan
e 3
Optimalisasi Sarana Prasarana Olahraga
2. RAK Peningkatan Prestasi Olahraga
3. RAK Pengembangan Budaya Olahraga
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
i : - . o .. . 5,27
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (skala 6)
bidang Peningkatan Prestasi bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Olahraga
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Peningkatan Prestasi
Olahraga

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

913.890.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga

Ir. Ny¢oman Shuida, M.Si

Jakarta, Maret 2021

Asisten Deputi
Peningkatan Prestasi Olahraga,

Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM.
Jabatan : Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :Ir. Nyoman Shuida,_M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas,

Prestasi Olahraga,

Ir. Nyorpan Shuida, M.Si Jazziray Hartayg, S.Sos, M.Ed, MM.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis _Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)

Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi | menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 1
perumusan dan penetapan | dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi
kebijakan di bidang Literasi, | Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga
Inovasi, dan Kreativitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di

bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

1. RAK Peningkatan Budaya Literasi

2. RAK Pengembangan Budaya IPTEK, Inovasi, 3

Kreatifitas, dan Daya Cipta
3. RAK Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi
dan Inovasi
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi | Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
. . L . o .. . 5,27

pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (skala 6)
bidang Literasi, Inovasi, dan | bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas
Kreativitas
Meningkatnya kualitas

Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%

kebijakan di bidang Literasi
Inovasi, dan Kreativitas

pengendalian pelaksanaan J

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

875.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,

Ir. Nyvoman Shuida, M.Si

Jakarta, Maret 2021

Asisten Deputi
Literasi, Inovasi, dan Kreativitas,

Jazziray Hag .Sas, M.Ed, MM.




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Molly Prabawaty, M.AP
Jabatan : Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ir. Nyoman Shuida, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan,

Prestasi Olahraga,

/\N\@(\,

—
Ir. Nyoman Shuida, M.Si Dra. Molly Prabawaty, M.AP



Unit Satuan Kerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

: Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan
perumusan dan penetapan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi 1
kebijakan di bidang Pemajuan | Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
| dan Pelestarian Kebudayaan Olahraga
Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
| bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
1. RAK Perlindungan dan Pelestarian Objek
Pemajuan Kebudayaan 3
2. RAK Pengembangan dan Pemanfaatan Objek
Pemajuan Kebudayaan
3. RAK Pembinaan Tenaga Kebudayaan
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
] ; -k . 3, - - 5,27
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (Skala 6)
| bidang Pemajuandan bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
| Pelestarian Kebudayaan
Meningkatnya kualitas
Beligandalian)selaksapadn Parsentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%

kebijakan di bidang Pemajuan
dan Pelestarian Kebudayaan

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

933.332.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan

Jakarta,
Asisten Deputi

Prestasi Olahraga,

Ir. Jyoman Shuida, M.Si

-~ /

Maret 2021

Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan,

Dra. Molly Prabawaty, M.AP




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB
Jabatan : Asisten Deputi Revolusi Mental

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Nyoman Shuida, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Revolusi Mental,

Prestasi Olahraga

Ir. N‘\oman Shuida, M.Si Ir. Redemtus Alfréde Sani Fenat, MAB



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Revolusi Mental
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi | menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 3
perumusan dan penetapan | dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi
kebijakan di bidang Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga
Revolusi Mental Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang
Revolusi Mental
1. RAK Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan 3
2. RAK Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan
3. RAK Revolusi Mental dalam Sistem Sosial
Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Gugus 1
Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
Jumlah Dokumen Penguatan Pusat Perubahan di tingkat 1
Daerah
Jumlah Dokumen Layanan Diseminasi Gerakan Nasional 1
Revolusi Mental
Memn'gka-tnya kl.'tahtas. . | Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi
koordinasi dan sinkronisasi : P . L . 5,27
.. ) dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Revolusi
pelaksanaan kebijakan di Mental (Skala 6)
bidang Revolusi Mental
Meningkatnya kualitas
E:gﬁ::::!air;izzljgsanaan Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Revolusi Mental

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

1.855.582.000,-

Komunikasi Publik

8.012.845.000,-

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

22.061.281.000,-

Layanan Perkantoran

686.460.000,-

Layanan Umum

940.720.000,-

Jumlah Anggaran

33.556.888.000,-

Jakarta, Maret 2021
Asisten Deputi
Revolusi Mental,

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,

Ir. Nydman Shuida, M.Si Ir. Redemtus Alfretlo Safii Fenat, MAB




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Molly Prabawaty, M.AP
Jabatan : Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ir. Nyoman Shuida, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan,

Prestasi Olahraga,

/\N\@(\,

—
Ir. Nyoman Shuida, M.Si Dra. Molly Prabawaty, M.AP



Unit Satuan Kerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

: Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan
perumusan dan penetapan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi 1
kebijakan di bidang Pemajuan | Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
| dan Pelestarian Kebudayaan Olahraga
Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
| bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
1. RAK Perlindungan dan Pelestarian Objek
Pemajuan Kebudayaan 3
2. RAK Pengembangan dan Pemanfaatan Objek
Pemajuan Kebudayaan
3. RAK Pembinaan Tenaga Kebudayaan
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
] ; -k . 3, - - 5,27
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (Skala 6)
| bidang Pemajuandan bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
| Pelestarian Kebudayaan
Meningkatnya kualitas
Beligandalian)selaksapadn Parsentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%

kebijakan di bidang Pemajuan
dan Pelestarian Kebudayaan

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

933.332.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan

Jakarta,
Asisten Deputi

Prestasi Olahraga,

Ir. Jyoman Shuida, M.Si

-~ /

Maret 2021

Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan,

Dra. Molly Prabawaty, M.AP




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Nyoman Shuida, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Peningkatan Prestasi Olahraga,

Prestasi Olahraga,

Lo
Ir. Nygman Shuida, M.Si Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan
perumusan dan penetapan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi 1
kebijakan di bidang Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Peningkatan Prestasi Olahraga
Olahraga Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1. RAK Persiapan Penyelenggaraan Event dan
e 3
Optimalisasi Sarana Prasarana Olahraga
2. RAK Peningkatan Prestasi Olahraga
3. RAK Pengembangan Budaya Olahraga
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
i : - . o .. . 5,27
pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (skala 6)
bidang Peningkatan Prestasi bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Olahraga
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Peningkatan Prestasi
Olahraga

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

913.890.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga

Ir. Ny¢oman Shuida, M.Si

Jakarta, Maret 2021

Asisten Deputi
Peningkatan Prestasi Olahraga,

Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM.
Jabatan : Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :Ir. Nyoman Shuida,_M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas,

Prestasi Olahraga,

Ir. Nyorpan Shuida, M.Si Jazziray Hartayg, S.Sos, M.Ed, MM.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

: Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis _Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)

Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang
koordinasi dan sinkronisasi | menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan 1
perumusan dan penetapan | dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi
kebijakan di bidang Literasi, | Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga
Inovasi, dan Kreativitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di

bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

1. RAK Peningkatan Budaya Literasi

2. RAK Pengembangan Budaya IPTEK, Inovasi, 3

Kreatifitas, dan Daya Cipta
3. RAK Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi
dan Inovasi
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi | Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
. . L . o .. . 5,27

pelaksanaan kebijakan di koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di (skala 6)
bidang Literasi, Inovasi, dan | bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas
Kreativitas
Meningkatnya kualitas

Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%

kebijakan di bidang Literasi
Inovasi, dan Kreativitas

pengendalian pelaksanaan J

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

875.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,

Ir. Nyvoman Shuida, M.Si

Jakarta, Maret 2021

Asisten Deputi
Literasi, Inovasi, dan Kreativitas,

Jazziray Hag .Sas, M.Ed, MM.




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUS!IA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pinak Kedua: Pihak Pertama:
Menteri Koordinator Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Kebudayaan, Moderasi Beragama,

~

Mubhadjir Effendy Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN
MODERASI BERAGAMA

Unit Organisasi Eselon |

Moderasi Beragama

: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan

Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya implementasi Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15
kebijakan di bidang Peningkatan tahun ke atas 8,85
Kualitas Pendidikan dan Moderasi
Beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama 74,60
Meningkatnya kualitas koordinasi dan | Persentase isu-isu strategis bidang
sinkronisasi perumusan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan 100%
penetapan kebijakan di bidang | Moderasi Beragama yang ditindaklanjuti (3 1Isu
K:;{;Zgrz;tggr?;ams Pendidikan dan menjadi kebijakan bidang Peningkatan Strategis)
Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama
| Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi 4
Beragama yang dihasilkan
Meningkatnya kualitas koordinasi dan | Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di | koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 5,27
bidang Peningkatan Kualitas kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas (Skala 6)
Pendidikan dan Moderasi Beragama | pendidikan dan Moderasi Beragama
Meningkatnya kualitas pengendalian
elaksanaan kebijakan di bidan - -
Eeningkatan KuaIJitas Pendidikaﬁ dan Indeks Manajemen Risiko Level 3
Moderasi Beragama
Meningkatnya efektivitas birokrasi
Deputi Bidang Koordinasi .y 5o .
Per?ingkatan Eualitas Pendidikan dan Nilai Reformasi Birokrasi 80,01
Moderasi Beragama

Kegiatan Anggaran (Rp)

Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama 4.335.000.000,-

Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RARIHIR L

Jumlah Anggaran 5.175.000.000,-

Jakarta, Maret 2021
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,

/ o

Muhadjir Effendy

Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Khamim, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:

Deputi Bidang Koordinasi Sekretaris Deputi Bidang
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
Moderasi Beragama, dan Moderasi Beragama,

— P
-~

-

Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A Dr. Khamim, M.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya efektivitas Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang
birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan 4

Koordinasi Peningkatan Moderasi Beragama

Kualitas Pendidikan dan

Moderasi Beragama Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang

Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan 2
Moderasi Beragama

Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama e

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan 95,5
Moderasi Beragama

Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 288.224.000,-
Layanan Umum 104.076.000,-
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 447.700.000,-
Jumlah Anggaran 840.000.000,-

Jakarta, Maret 2021

Deputi Bidang Koordinasi Sekretaris Deputi Bidang
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
Moderasi Beragama, dan Moderasi Beragama,

—
Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A Dr. Khamim, M.Pd




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan
Moderasi Beragama, Menengah,

(sl

Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sarteno, M.B.A Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)
koordinasi dan sinkronisasi yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau
perumusan dan penetapan Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di 1
kebijakan di bidang Pendidikan | bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Anak Usia Dini, Dasar, dan Moderasi Beragama
Menengah Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan
Menengah

1. RAK Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan
dan Penjaminan Mutu terhadap Standar
Nasional Pendidikan 3

2. RAK Peningkatan Kompetensi dan
Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

3. RAK Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter
dan Kewargaan di Satuan Pendidikan

Meningkatnya kualitas

I h
koordinasi dan sinkronisasi ndeks kepuasan stakeholder terhadap proses

s pEsE PR koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 5,27
P e . di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan (Skala 6)
bidang Pendidikan Anak Usia NEREEaE
Dini, Dasar, dan Menengah g
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Pendidikan | Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Anak Usia Dini, Dasar, dan
Menengah
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 1.145.000.000,-
Jakarta, Maret 2021
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan
Moderasi Beragama, Menengah,
/

< iuzns—

Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama 2. Asril, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi,

Moderasi Beragama,

Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Santono, M.B.A Ir. Asril, M.Si




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja

. Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi

Tahun Anggaran : 2021
~ Sasaran Strategis Indikator Kinerja ~ Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas koordinasi | Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)
dan sinkronisasi perumusan dan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau
penetapan kebijakan di bidang Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di 1
Pendidikan Vokasi dan Pendidikan | bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Tinggi Moderasi Beragama
Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)
di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan
Tinggi
1. RAK Peningkatan Pendidikan Vokasi
2. RAK Peningkatan Pendidikan Tinggi 3
Berkualitas
3. RAK Penguatan Sinergi Pendidikan Vokasi dan
Pendidikan Tinggi dengan Dunia Usaha dan
Dunia Industri
Meningkatnya kualitas koordinasi | Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
dan sinkronisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 5,27
kebijakan di bidang Pendidikan kebijakan di bidang Pendidikan Vokasi dan (Skala 6)
Vokasi dan Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi
Meningkatnya kualitas
pengensialian pelaksansan Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%

kebijakan di bidang Pendidikan
Vokasi dan Pendidikan Tinggi

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran (Rp)

Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

1.050.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan

Moderasi Beragama,

Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A

Jakarta,

Asisten Deputi

/

Ir. Asril, M.Si

Maret 2021

Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi,




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Sahlan, MSI
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Keagamaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pendidikan Keagamaan,

Moderasi Beragama,

J o
Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A Drs. H. Sahlan, M/




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja . Asisten Deputi Pendidikan Keagamaan
Tahun Anggaran 12021
Sasaran Strategis | - Indikator Kinerja e Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)

koordinasi dan sinkronisasi yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau

perumusan dan penetapan Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di 1

kebijakan di bidang Pendidikan | bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan

Keagamaan Moderasi Beragama

Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Pendidikan Keagamaan
1. RAK Penguatan Kelembagaan Pesantren

. 3
2. RAK Peningkatan Daya Saing Pendidikan
Keagamaan
3. RAK Layanan Agama dan Keagamaan
Menll?gka.tnya ktljalltas. . Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
koordinasi dan sinkronisasi . i i i 5,27
” - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
pelaksanaan kebijakan di bidang | . . . (Skala 6)
s di bidang Pendidikan Keagamaan
Pendidikan Keagamaan
Meningkatnya kualitas
E:Eﬁ;::: ltli?rt])i?j?:gs:;:;igikan Persentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Keagamaan
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 1.090.000.000,-
Jakarta, Maret 2021
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pendidikan Keagamaan,

Moderasi Beragama,

/

Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A Drs. H. Sahlan, MSI




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thomas Ardian Siregar, S.IP, MA.
Jabatan : Asisten Deputi Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2021

Pihak Kedua: Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama,

Moderasi Beragama,

/

F's

Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, Ml.B.A Thomas Ardian Siregar, S.IP, MA.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Moderasi Beragama
Tahun Anggaran 12021
Sasaréﬁ'siwrj ~ Indikator Kinerja | Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK)
koordinasi dan sinkronisasi yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau
perumusan dan penetapan Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di 1
kebijakan di bidang Moderasi bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Beragama Moderasi Beragama

Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di
bidang Moderasi Beragama
1. RAK Pemberdayaan Umat Beragama

2. RAK Peningkatan Kerjasama dalam 3
pemeliharaan kerukunan
3. RAK Layanan Agama dan Keagamaan
Meningk kuali
ennrfg aFnya l,Ja ltas. . Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses
koordinasi dan sinkronisasi . . _— " 5,27
" s koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
pelaksanaan kebijakan di bidang L. . (Skala 6)
. di bidang Moderasi Beragama
Moderasi Beragama
Meningkatnya kualitas
pengendalian pelaksanaan . . v gy
P 0,
kebljakan di bidang Modaras) ersentase kegiatan yang sudah dianalisis risiko 100%
Beragama
Klasifikasi Rincian Output Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 1.050.000.000,-
Jakarta, Maret 2021
Deputi Bidang Koordinasi Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama,

Moderasi Bgragama,

-

Prof.Dr.rer.soc. R.Agus Sartono, M.B.A Thomas Ardian Siregar, S.IP, MA.




	MENKO.pdf (p.1-2)
	ES I

	! SETKEMENKO.pdf (p.3-42)
	SESKEMENKO.pdf (p.1-2)
	KAROREN.pdf (p.3-4)
	ROREN.pdf (p.5-6)
	KAROHUPOK.pdf (p.7-8)
	ROHUPOK.pdf (p.9-10)
	KAROUMSDM.pdf (p.11-12)
	ROUMSDM.pdf (p.13-26)
	ROUMSDM

	INSPEKTUR.pdf (p.27-28)
	INSPEKTORAT.pdf (p.29-30)
	SES DJSN.pdf (p.31-32)
	DJSN.pdf (p.33-40)

	! STAF AHLI.pdf (p.43-52)
	STAF AHLI BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA EKONOMI.pdf (p.1-2)
	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.pdf (p.3-4)
	STAF AHLI BIDANG PENGUATAN STABILITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN.pdf (p.5-6)
	STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA KEMARITIMAN.pdf (p.7-8)
	STAF AHLI BIDANG TRANSFORMASI BIROKRASI.pdf (p.9-10)

	KEDEPUTIAN I.pdf (p.53-64)
	DEPUTI I.pdf (p.1-2)
	SESDEP I.pdf (p.3-4)
	ASDEP PENANGKIS.pdf (p.5-6)
	ASDEP JAMSOS.pdf (p.7-8)
	ASDEP BANSUD.pdf (p.9-10)
	ASDEP DISLANSIA.pdf (p.11-12)

	KEDEPUTIAN II.pdf (p.65-76)
	DEPUTI II.pdf (p.1-2)
	SESDEP II.pdf (p.3-4)
	ASDEP PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH.pdf (p.5-6)
	ASDEP PEMBERDAYAAN KAWASAN DAN MOBILITAS SPASIAL.pdf (p.7-8)
	ASDEP MITIGASI BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL.pdf (p.9-10)
	ASDEP KEDARURATAN DAN MANAJEMEN PASCA BENCANA.pdf (p.11-12)

	KEDEPUTIAN III.pdf (p.77-88)
	DEPUTI III.pdf (p.1-2)
	SESDEP III.pdf (p.3-4)
	ASDEP KETAHANAN GIZI DAN PROMOSI KESEHATAN.pdf (p.5-6)
	ASDEP PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT.pdf (p.7-8)
	ASDEP PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN.pdf (p.9-10)
	ASDEP PENINGKATAN KUALITAS KEPENDUDUKAN DAN KB.pdf (p.11-12)

	KEDEPUTIAN IV.pdf (p.89-100)
	DEPUTI IV.pdf (p.1-2)
	SESDEP IV.pdf (p.3-4)
	ASDEP PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK.pdf (p.5-6)
	ASDEP PEMENUHAN HAK, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.pdf (p.7-8)
	ASDEP PEMBERDAYAAN PEMUDA.pdf (p.9-10)
	ASDEP KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.pdf (p.11-12)

	KEDEPUTIAN V.pdf (p.101-120)
	DEPUTI V.pdf (p.1-2)
	DEPUTI V.pdf (p.1-2)
	2 DEP.pdf (p.3)

	SESDEP V.pdf (p.3-12)
	ASDEP REVOLUSI MENTAL.pdf (p.13-14)
	ASDEP PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN.pdf (p.15-16)
	ASDEP PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN.pdf (p.1-2)

	ASDEP PENINGKATAN PRESTASI KELUARGA.pdf (p.17-18)
	ASDEP LITERASI, INOVASI, DAN KREATIVITAS.pdf (p.19-20)

	KEDEPUTIAN VI.pdf (p.121-132)
	DEPUTI VI.pdf (p.1-2)
	SESDEP VI.pdf (p.3-4)
	ASDEP PAUD, DASAR, DAN MENENGAH.pdf (p.5-6)
	ASDEP PENDIDIKAN VOKASI DAN PENDIDIKAN TINGGI.pdf (p.7-8)
	ASDEP PENDIDIKAN KEAGAMAAN.pdf (p.9-10)
	ASDEP MODERASI BERAGAMA.pdf (p.11-12)


